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ABSTRACT

This study aims to evaluate the policies implemented for workers who are not recipients of the Old Age
Security (JHT) program by BPJS Ketenagakerjaan in the city of Palembang. This policy is important to
review considering the differences in social protection for workers who are not registered in the JHT
program. The research method used is a qualitative descriptive method with a case study approach. Data
were obtained through in-depth interviews with a number of workers and representatives from BPJS
Ketenagakerjaan, as well as analysis of related documents. The results of the study indicate that there
are several obstacles in the implementation of the policy, including the lack of program socialization,
low worker awareness of the importance of JHT, and a mismatch between the policy and real conditions
in the field. This study suggests an increase in socialization and education regarding the importance of
JHT, as well as improvements to the registration and supervision mechanisms to increase program
coverage among workers. With this evaluation, it is hoped that more effective and inclusive policy
recommendations can be produced for social protection for workers in Palembang.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan terhadap pekerja bukan
penerima program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS Ketenagakerjaan di kota Palembang. Kebijakan
ini penting untuk ditinjau mengingat adanya perbedaan perlindungan sosial bagi pekerja yang tidak
terdaftar dalam program JHT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pekerja
dan perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, termasuk kurangnya
sosialisasi program, rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya JHT, serta adanya ketidaksesuaian
antara kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan dalam
sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya JHT, serta perbaikan mekanisme pendaftaran dan
pengawasan untuk meningkatkan cakupan program di kalangan pekerja. Dengan adanya evaluasi ini,
diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif bagi perlindungan
sosial pekerja di Palembang.
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PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan
program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program ini dirancang untuk mengatasi risiko yang
terjadi dalam lingkungan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja (M. M. A. Aziz, 2021).
Tujuan utama dari program ini adalah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna
menjaga dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang mungkin muncul, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Saumi & Amalia, 2020). Perlindungan yang
disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup penanggulangan terhadap risiko sosial,
seperti kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan risiko lainnya yang dapat mengurangi kapasitas
tenaga kerja dalam memperoleh penghasilan. Sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS
Ketenagakerjaan mengelola beberapa program yang mendukung tujuan tersebut (Azani et al.,
2022). BPJS Ketenagakerjaan menawarkan program perlindungan dasar yang bertujuan untuk
menjamin masa depan pekerja, termasuk melindungi mereka dari ketidakpastian risiko sosial
dan ekonomi yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa tidak
bekerja, serta pensiun (Lestari Indah & Hirawati Heni, 2022). Salah satu program dengan
tingkat klaim tertinggi adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Program JHT ini merupakan program
jangka panjang yang memberikan manfaat secara berkala maupun sekaligus sebelum peserta
memasuki masa pensiun. Selain itu, manfaat JHT juga dapat diterima oleh janda/duda, anak,
atau ahli waris sah lainnya jika peserta meninggal dunia (Alim et al., 2020).

Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada prinsip
asuransi atau tabungan, yang menjadi acuan bagi BPJS dalam meningkatkan pelayanan pada
program-program yang tersedia, terutama JHT (Fahlevi,2022). Program ini memberikan
manfaat kepada pekerja yang akan memasuki masa pensiun, membantu mereka menghadapi
masa tua dengan lebih baik. Mengingat bahwa layanan asuransi tidak hanya disediakan oleh
BPJS, tetapi juga oleh banyak perusahaan asuransi lain yang menawarkan berbagai produk
menarik untuk menarik peserta, BPJS perlu memperhatikan hal ini untuk meningkatkan
pelayanan kepada pesertanya dan menjamin kepuasan mereka (Jenica & Gunawan, 2023).

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua tipe golongan peserta, yaitu penerima upah dan
bukan penerima upah (Arifin et al., 2021).Para penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan
meliputi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Terdapat empat golongan penerima dan pemberi iuran pada BPIJS
Ketenagakerjaan, yaitu pekerja penerima upah (PU), pekerja bukan penerima upah (BPU),
pekerja jasa konstruksi (JAKON), dan pekerja lainnya (Baskoro, 2021).

Secara definitif, pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah individu yang melakukan
kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau
usahanya tersebut. Pekerja BPU mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja, atau
pekerja mandiri yang tidak termasuk dalam kategori pekerja penerima upah (Anisa Widianti,
2022). Contohnya tukang ojek, sopir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat,
artis, dan sebagainya. Pekerja BPU dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara
bertahap, dengan memilih program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka
(Arsi & Krisnawati, 2023).
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Tabel 1. Data Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan
Kota Palembang 2020-2022

2020 211.725 216.115 14.094 10.712 226.827
2021 225.861 246.004 36.806 31.330 277.334
2022 251.058 267.329 41.601 36.702 304.031

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang, 2024

Tabel 1 menyajikan data mengenai peningkatan tahunan dalam jumlah tenaga kerja
aktif yang berpartisipasi dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT). Meskipun terdapat tren
positif dalam jumlah peserta, capaian BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori peserta Bukan
Penerima Upah (BPU) dan tenaga kerja sektor informal menunjukkan hasil yang masih di
bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam
partisipasi antara pekerja formal dan informal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih mendalam dalam sosialisasi
program JHT kepada kelompok BPU dan pekerja sektor informal. Sosialisasi yang efektif
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat program serta kewajiban iuran
yang harus dipenuhi. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran, diharapkan peserta
dapat lebih aktif terlibat dalam program ini. Sosialisasi yang komprehensif dan terarah
merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa semua segmen tenaga kerja, termasuk yang
berada di sektor informal, dapat merasakan manfaat dari program JHT dan meningkatkan
kesejahteraan pensiunan di masa mendatang.

Tinjauan Pustaka
1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan tertentu. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apapun yang
pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Teori kebijakan mencakup proses
formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian
terhadap efektivitas, efisiensi, dan keadilan suatu kebijakan. Dengan demikian, evaluasi
kebijakan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dapat
mencapai tujuan yang diinginkan (Dwi Maharani, 2019).

Carl Friedrich, seperti yang dikutip dalam Wahab (2004:3), mendefinisikan kebijakan
sebagai tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu,
kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, dengan mempertimbangkan
adanya hambatan mencari peluang mencapai tujuan tersebut (Gunawan & Febriyanti, 2022).

Dalam analisis kebijakan publik, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, analisis dari
sudut proses kebijakan, yang fokus pada tahapan dan mekanisme pembuatan kebijakan. Kedua,
analisis yang menekankan pada hasil atau output kebijakan, yaitu dampak yang dihasilkan dari
kebijakan yang diterapkan (Khairati, 2021).

() ev-sh |

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

[355]



2. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

suatu rencana atau program kegiatan. Ada dua jenis evaluasi yang umum diterapkan: evaluasi

berkelanjutan dan evaluasi akhir. Evaluasi berkelanjutan dilakukan secara periodik sepanjang
pelaksanaan program, sedangkan evaluasi akhir dilakukan setelah program atau rencana selesai
dilaksanakan. Tujuan utama evaluasi adalah untuk memahami secara mendalam peristiwa yang

terjadi selama pelaksanaan atau penerapan program (F. N. Aziz et al., 2021).

Evaluasi memiliki dua fungsi utama. Fungsi formatif berfokus pada perbaikan dan
pengembangan kegiatan yang sedang berlangsung, seperti program, individu, atau produk. Di
sisi lain, fungsi sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, penjelasan, seleksi, atau
pengambilan keputusan mengenai kelanjutan program (Bambang Santoso, 2022). Evaluasi
diharapkan dapat mendukung pengembangan dan implementasi program, memperbaiki
program yang ada, serta memberikan pertanggungjawaban dan dukungan kepada semua pihak
yang terlibat (Khairati, 2021)

Tujuan evaluasi meliputi: 1) Menilai sejauh mana tujuan telah tercapai, 2) Mengukur dampak

langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, dan 3) Mengidentifikasi serta menganalisis

konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin muncul di luar rencana yang telah ditetapkan

(Prasetyo, 2019).

Menurut Pietrzak, Ramler, Renner, Ford, dan Gilbert, terdapat tiga jenis evaluasi untuk
memantau program secara menyeluruh (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

1) Evaluasi Input: Berfokus pada elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program,
termasuk klien, staf, dan program itu sendiri. Variabel klien mencakup karakteristik
demografis dan komposisi keluarga, staf mencakup latar belakang pendidikan dan
pengalaman, sedangkan variabel program meliputi durasi layanan dan sumber rujukan.
Evaluasi input juga mempertimbangkan kriteria seperti tujuan dan objektif, penilaian
kebutuhan komunitas, standar praktik terbaik, serta biaya per unit layanan.

2) Evaluasi Proses:Memusatkan perhatian pada aktivitas program yang melibatkan
interaksi langsung antara klien dan staf. Evaluasi ini dimulai dengan analisis sistem
pemberian layanan dan mengevaluasi komponen layanan berdasarkan kriteria seperti
standar praktik terbaik, kebijakan lembaga, tujuan proses, dan kepuasan klien.

3) Evaluasi Hasil:Bertujuan untuk menilai dampak keseluruhan dari program terhadap
penerima layanan. Evaluasi ini berfokus pada apakah program mencapai tujuannya dan
bagaimana penerima layanan berubah setelah menerima layanan. Kriteria keberhasilan
ditetapkan berdasarkan kemajuan program dan perubahan perilaku klien.(Darmawan
Wirawan, 2021).

Evaluasi memiliki dua fungsi utama. Fungsi formatif berfokus pada perbaikan dan
pengembangan kegiatan yang sedang berlangsung, seperti program, individu, atau produk.
Sebaliknya, fungsi sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, penjelasan, seleksi, atau
keputusan mengenai kelanjutan program. Evaluasi dapat membantu dalam pengembangan dan
implementasi program, memperbaiki program, serta memberikan pertanggungjawaban dan
dukungan bagi semua pihak yang terlibat (Pranita et al., 2019).
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3. Konsep Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah

Jaminan sosial merupakan sistem perlindungan sosial yang bertujuan memberikan
perlindungan dan keamanan ekonomi kepada individu atau keluarga dalam menghadapi
berbagai risiko, termasuk sakit, cacat, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau usia tua. Prinsip
dasar dari konsep ini adalah solidaritas sosial, di mana masyarakat bersatu untuk melindungi
anggotanya dari risiko dan ketidakpastian. Salah satu bentuk umum dari jaminan sosial adalah
asuransi sosial, melibatkan kontribusi baik dari anggota masyarakat maupun pemerintah
(Sartika et al., 2022).

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah individu yang terlibat dalam kegiatan
ekonomi secara mandiri tanpa memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja. Mereka
tidak menerima imbalan tetap dari suatu entitas atau badan hukum, melainkan memperoleh
penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan secara independen. Contoh pekerja BPU
termasuk wiraswasta, pedagang, tukang ojek, dan pekerja lepas yang tidak terikat oleh kontrak
kerja formal (Azani et al., 2022).

BPU seringkali beroperasi di sektor informal dan menghadapi tantangan dalam
mengakses program jaminan sosial karena tidak adanya hubungan kerja formal yang
memfasilitasi pendaftaran dan pembayaran iuran jaminan sosial. Meskipun demikian, mereka
tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial yang
dirancang untuk mencakup kelompok ini, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian (Ley 2022).

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016, Pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU) adalah individu yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri
untuk memperoleh penghasilan, seperti tukang ojek, sopir angkot, dan pedagang keliling.
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 menegaskan bahwa pemberi kerja dalam konteks
BPU adalah orang atau entitas yang mempekerjakan tanpa badan hukum dan wajib
mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosia (Widodo Suryandono, 2010).

Pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, sesuai Lampiran
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/V1/2006, adalah mereka
yang beroperasi atas risiko sendiri di sektor informal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
menegaskan bahwa pekerja mandiri tidak termasuk dalam kategori pekerja formal seperti
magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang bekerja untuk pemberi kerja
non-negara (Herman et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode kualitatif untuk memperoleh data
deskriptif dari bahasa tertulis atau lisan yang dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk
menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial,
sikap, keyakinan, dan persepsi, dengan memberikan gambaran keseluruhan serta penjelasan
rinci mengenai situasi yang terjadi(Patricia, 2023). Pendekatan ini memungkinkan penulis
untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Evaluasi Kebijakan Program Jaminan
Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang melalui wawancara, observasi, dan
analisis dokumen. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi dan
pengalaman peserta program serta konteks yang relevan untuk memahami dampak
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kebijakan(Somantri, 2019).Studi Kasus membantu memberikan gambaran jelas dan detail
tentang fenomena yang diamati, serta mendalami efektivitas dan dampak program Jaminan
Hari Tua di tingkat lokal . Metode kualitatif diharapkan dapat menguraikan kompleksitas
kebijakan dan dinamika lapangan, sehingga menghasilkan kontribusi signifikan untuk
perbaikan kebijakan dan manajemen program di Kota Palembang (M. A. Putri et al., 2023)

DISKUSI
1. Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua melalui Input Sumber Daya
Manusia

Evaluasi kebijakan Bukan Penerima Upah (BPU) dalam Program Jaminan Hari Tua
(JHT) melalui aspek input Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi menunjukkan bahwa
BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang telah berhasil mengoptimalkan kedua aspek tersebut
untuk meningkatkan efektivitas program.dalam hal Sumber Daya Manusia, BPIJS
Ketenagakerjaan Kota Palembang telah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terlatih
sesuai dengan kebutuhan manajemen program JHT(Albitar & Ahmad, 2020). Keterampilan
dan pengalaman staf sangat penting untuk memastikan bahwa layanan dapat diberikan dengan
efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkanStaf yang terampil memungkinkan
pengelolaan dan pelaksanaan program JHT berjalan lancar, mulai dari pendaftaran peserta
hingga proses klaim manfaat (Sartika,2022). Alokasi pelatthan dan pengembangan
keterampilan secara berkala juga berperan penting dalam menjaga kualitas layanan yang
diberikan (Husnatul Ismi, 2021).

Dalam upaya mengevaluasi kebijakan program Jaminan Hari Tua (JHT) melalui
manajemen sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan, penulis telah melakukan observasi
dan wawancara dengan Bapak Suyut, selaku Kepala Bidang SDM. Tujuan dari pertemuan ini
adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan program JHT serta
dampaknya terhadap para peserta (Dinda Hanifa et al., 2024).

Dalam periode tahun 2020 hingga 2022, peran sumber daya manusia (SDM) menjadi
sangat krusial dalam memastikan kelancaran proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Perubahan
situasi sosial dan ekonomi, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, memberikan
tantangan tersendiri bagi para petugas dan pengelola klaim JHT (Iverson & Dervan, 2023).

Pada tahun 2020, dengan meningkatnya jumlah klaim akibat banyaknya pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), para petugas klaim menghadapi lonjakan beban
kerja yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penambahan tenaga kerja dan
peningkatan kapasitas SDM memenuhi kebutuhan pelayanan yang mendesak(Widiantoro,
2020). Beberapa langkah strategis yang diambil termasuk pelatihan intensif, peningkatan
teknologi informasi, dan pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat proses verifikasi dan
pencairan klaim (Dinda Hanifa et al., 2024).

Pada tahun 2021, meskipun jumlah klaim masih tinggi, sebagian besar SDM sudah
lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Pengalaman dari tahun sebelumnya
memungkinkan adanya peningkatan efisiensi dalam penanganan klaim(Dede Agus, 2020).
Selain itu, beberapa petugas juga diperbantukan untuk memberikan edukasi kepada peserta
mengenai proses dan persyaratan klaim, sehingga mengurangi kesalahan dan penundaan yang
sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya (Wiranda & Fahlevi, 2022).
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Di tahun 2022, fokus utama SDM dalam proses klaim JHT beralih pada peningkatan
kualitas layanan dan kepuasan peserta. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan
berkelanjutan serta penerapan teknologi baru yang lebih user-friendly memungkinkan proses
klaim dilakukan dengan lebih cepat dan tepat (Febri & Arhab, 2022). Selain itu, koordinasi
antar departemen juga ditingkatkan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam alur kerja
klaim (Madora et al., 2023).

Tabel 2. Data Peserta BPJS Ketanagakerjaan Kota Palembang 2020-2022

Tahun Jumlah Peserta Jumlah Kasus Jumlah Pencairan Dana
pencairan dana

2020 206.100 23.223 Rp 2.187.439.871,91
2021 214.073 26.073 Rp 2.756.688.439,69
2022 220.107 27.089 Rp 2.890.567.221,57

Sumber : BPJS Ketanagakerjaan Kota Palembang

Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya investasi dalam pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) di lembaga penyelenggara Jaminan Hari Tua (JHT) berdampak negatif
terhadap kualitas layanan dan kepuasan peserta. Tingkat kepatuhan yang rendah dan kesalahan
administrasi seringkali terjadi akibat kurangnya keterampilan dan motivasi SDM (Bambang
Susanto, 2022).

2. Evaluasi Kebijakan program Jaminan Hari Tua melalui Teknologi

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan kebijakan sosial yang signifikan di
Indonesia, dirancang untuk menyediakan perlindungan finansial bagi tenaga kerja setelah
mereka memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja (M. A. Putri et al., 2023). Dalam upaya
meningkatkan efektivitas proses pencairan JHT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan telah mengintegrasikan teknologi digital melalui penerapan aplikasi JMO
(Jamsostek Mobile) dan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) (Gilbert Herodion Sigiro
& Afiezan, 2022).

Penggunaan teknologi informasi juga memainkan peran kunci dalam mendukung
program JHT. Teknologi canggih, seperti sistem manajemen data terintegrasi, memungkinkan
BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola informasi peserta dengan lebih efisien dan akurat
(Rahadi & Wardiman, 2022). Teknologi ini mempercepat proses administrasi, termasuk
pengolahan klaim dan pelaporan, serta memudahkan akses data secara real-time (Hutahaean,
2023). Implementasi teknologi informasi yang mutakhir tidak hanya memperbaiki efisiensi
operasional tetapi meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pelaksanaan program (Purba
& Simanjuntak, 2022). Peralatan modern yang digunakan di kantor, seperti perangkat keras
dan perangkat lunak, mendukung staf dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan lebih
efektif, memastikan bahwa setiap aspek layanan dapat dipantau dan dikelola dengan baik
(Khairati, 2021).
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Pada tahun 2021 dalam upaya meningkatkan layanan kepada peserta, BPJS
Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Aplikasi ini
dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi para peserta dalam mengelola berbagai
layanan BPJS Ketenagakerjaan secara lebih efisien dan praktis (Dinda Hanifa et al., 2024).

Aplikasi JMO hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan peserta mengakses
informasi terkait kepesertaan, klaim, serta berbagai layanan lainnya hanya melalui ponsel
pintar. Melalui aplikasi ini, peserta dapat dengan mudah memantau saldo Jaminan Hari Tua
(JHT), mengajukan klaim, serta memperoleh informasi mengenai program-program terbaru
dari BPJS Ketenagakerjaan (Rumra, 2021).

Peluncuran aplikasi JMO merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan
dalam memberikan pelayanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan peserta.
Dengan fitur-fitur unggulannya, seperti kemudahan dalam pengajuan klaim secara online,
informasi lengkap mengenai riwayat kepesertaan, dan panduan layanan lainnya, aplikasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan peserta dalam menggunakan
layanan BPJS Ketenagakerjaan (Bambang Santoso, 2022).

Sejak diluncurkan, aplikasi JMO telah mendapatkan sambutan positif dari peserta,
karena mampu menyederhanakan berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan waktu dan
tenaga lebih. Dengan dukungan teknologi ini, BPJS Ketenagakerjaan juga mampu
meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat proses pelayanan kepada peserta
(Wiranda & Fahlevi, 2022).
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Sumber : https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jmo/tentang-aplikasi.html

Gambar 1. Data Peluncuran Jamsostek Mobile

Sinergi antara SDM yang berkualitas dan teknologi yang canggih dalam pengelolaan
Program JHT di Kota Palembang menunjukkan hasil yang positif (Messalina L Salampessy et
al., 2019). Keduanya saling melengkapi untuk memastikan program berjalan dengan efektif,
memberikan manfaat maksimal kepada peserta, dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap
layanan yang diterima. Integrasi yang baik antara SDM dan teknologi ini merupakan fondasi
penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan JHT bagi Bukan Penerima Upah (Arsi &
Krisnawati, 2023).
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3. Evaluasi Kebijakan Program Haminan Hari Tua Melalui Tepat Guna atau Tidak

Evaluasi kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan untuk menilai
efektivitas dan relevansi program dalam memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan
perlindungan finansial bagi peserta saat memasuki masa pensiun. Penilaian ini mencakup
analisis terhadap sejauh mana manfaat JHT sesuai dengan kebutuhan peserta, efektivitas
program dalam mencapai tujuannya, serta efisiensi penggunaan sumber daya (Zahri & Hasan,
2022). Selain itu, dampak sosial dari program ini juga diperhatikan untuk memastikan bahwa
kualitas hidup peserta meningkat setelah mengakses manfaat JHT. Hasil evaluasi ini
diharapkan dapat mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan untuk memastikan program
JHT berjalan dengan tepat guna dan memberikan dukungan yang optimal bagi semua peserta
(Yutristiani, 2022).

Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota
Palembang memanfaatkan pendekatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal untuk
menilai efektivitas dan efisiensi program (Azani et al., 2022). Penerapan teknologi yang tepat
guna, seperti sistem informasi manajemen yang sederhana dan ekonomis, berperan penting
dalam pengelolaan data peserta dan pemantauan klaim dengan cara yang efisien. Penggunaan
aplikasi mobile yang dapat diakses dengan mudah oleh peserta berpotensi meningkatkan
kesadaran dan pemahaman mereka mengenai manfaat program, serta menyederhanakan proses
klaim (Firda Amanda Wulandari, 2022).

4. Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua Melalui Output (Hasil) Tepat

Tidak Tujuan Sasaran

Evaluasi terhadap implementasi program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi bukan penerima
upah (BPU) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta berasal dari sektor informal
seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, dan pekerja lepas, terdapat ketidaktepatan sasaran
pada beberapa kelompok yang sebenarnya tidak memerlukan JHT, seperti pekerja yang masih
memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan lain (Dwi Santika,2002). Berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan, hingga akhir tahun 2023, jumlah peserta JHT dari kategori BPU mencapai
sekitar 5 juta orang, jauh dari target yang diharapkan yaitu mencakup 10 juta tenaga kerja
informal (Pramana et al., 2023).

Evaluasi ini adalah program JHT bagi BPU belum sepenuhnya tepat sasaran dan
cakupannya masih terbatas (Baskoro, 2021). Hambatan utama dalam pencapaian target ini
adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial di
kalangan tenaga kerja informal (Wiranda & Fahlevi, 2022). Diperlukan upaya lebih lanjut dari
BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan
aksesibilitas program ini bagi seluruh tenaga kerja di sektor informasi (Jenica & Gunawan,
2023). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan cakupan dan ketepatan sasaran program
JHT dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi tenaga kerja bukan
penerima upah di Indonesia (Bambang Santoso, 2022).
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5. Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua Melalui Outcomes (Dampak)

Ada atau Tidak Perubahan Pada Target/Sasaran

Evaluasi kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi bukan penerima upah (BPU)
menunjukkan bahwa program ini telah membawa perubahan positif yang signifikan pada
kelompok sasaran (Maulidina, 2019). Sejak diluncurkannya program, terdapat peningkatan
kesadaran akan pentingnya jaminan hari tua di kalangan tenaga kerja informal, yang tercermin
dalam peningkatan partisipasi dari sekitar 2 juta menjadi 5 juta tenaga kerja pada akhir tahun
2023 (Herman et al., 2019). Meski demikian, jumlah ini masih belum mencapai target awal
sebesar 10 juta tenaga kerja informal. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya rasa aman
finansial di kalangan peserta, dengan banyak yang melaporkan bahwa mereka merasa lebih
tenang karena memiliki jaminan hari tua (Mufti Anggraini, 2017). Namun, masih terdapat
beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti proses pendaftaran yang dianggap rumit oleh
sebagian peserta dan kurangnya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai program ini
(Arsi & Krisnawati, 2023). Untuk mencapai target yang lebih besar dan memastikan semua
tenaga kerja informal dapat menikmati manfaat JHT, BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah
perlu melakukan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan proses pendaftaran, serta
menyediakan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat (Syahputra,
2023). Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan ketepatan sasaran
program, sehingga memberikan manfaat optimal bagi tenaga kerja bukan penerima upah di
Indonesia (Rizkyah & Fauziah, 2024).

6. Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua Signifikan Perubahan Terjadi
Pada Kelompok Sasaran Dibandingkan Dengan Tujuan Yang Ingin Dicapai
Evaluasi kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan outcome atau hasil

yang dicapai dalam penanganan kelompok sasaran memberikan gambaran tentang efektivitas

program selama periode 2020-2022 di BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang (Ley 2022,) .
Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja formal yang terdaftar

sebagai peserta JHT. Evaluasi menunjukkan kebijakan dan strategi BPJS Ketenagakerjaan

berhasil meningkatkan partisipasi pekerja formal dalam program ini, mencerminkan
pencapaian target kelompok sasaran utama. Penambahan jumlah peserta ini menunjukkan
bahwa program JHT efektif dalam menjangkau lebih banyak pekerja formal di Kota Palembang

untuk mendapatkan perlindungan sosial yang penting (Antoro et al., 2020).

Kedua, meskipun ada peningkatan pada kelompok sasaran utama, evaluasi juga
mengidentifikasi tantangan dalam menjangkau pekerja informal. Pekerja informal sering
menghadapi hambatan akses ke program ini, seperti kurangnya kesadaran, informasi, dan
tantangan administratif (Dinda Hanifa et al., 2024). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun
terdapat kemajuan dalam kelompok sasaran utama, masih diperlukan upaya tambahan untuk
meningkatkan inklusivitas program sehingga pekerja informal juga dapat memperoleh manfaat
perlindungan sosial yang setara (Bambang Santoso, 2022).
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Ketiga, evaluasi mempertimbangkan perubahan dalam partisipasi dan kepatuhan
peserta dalam membayar iuran JHT. Meskipun terdapat peningkatan dalam partisipasi,
kepatuhan dalam membayar iuran masih memerlukan perhatian lebih (Baskoro, 2021). Namun,
perubahan positif dalam kepatuhan ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan peningkatan
kesadaran yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan dampak signifikan
dalam meningkatkan kepatuhan peserta terhadap kewajiban mereka (Pramana et al., 2023).

Keempat, evaluasi menyoroti hasil dari perbaikan proses klaim dan pelayanan.
Walaupun masih terdapat tantangan terkait birokrasi yang kompleks dan waktu tunggu klaim
yang lama (Ryan Ramanda Nasution, Ma’mun Sarma, 2023), terdapat indikasi bahwa
perbaikan efisiensi proses klaim telah mempercepat akses peserta terhadap manfaat JHT.
Outcome ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan dalam proses operasional dapat
secara langsung mempengaruhi pengalaman dan kepuasan peserta terhadap program ini (Arsi
& Krisnawati, 2023).

KESIMPULAN
Penelitian mengenai kebijakan Bukan Penerima Program Jaminan Hari Tua (JHT)

BPJS Ketenagakerjaan di Palembang mengidentifikasi beberapa isu krusial yang memengaruhi

ketidakikutsertaan pekerja dalam program ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian

besar pekerja yang tidak terdaftar adalah dari sektor informal, termasuk pekerja lepas, pekerja
rumah tangga, dan pedagang kecil (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Beberapa faktor
utama yang menyebabkan mereka tidak terdaftar meliputi:

1. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi: Banyak pekerja tidak mengetahui adanya
program JHT atau manfaat yang ditawarkan. Sosialisasi yang kurang memadai,
terutama di kalangan pekerja sektor informal, menjadi kendala utama. Informasi
mengenai cara pendaftaran, manfaat program, dan prosedur administrasi tidak tersebar
secara efektif.

2. Kendala Administratif : Proses pendaftaran yang rumit dan administrasi yang tidak
user-friendly menjadi hambatan signifikan. Banyak pekerja menganggap proses
pendaftaran terlalu kompleks dan membingungkan, yang mengakibatkan mereka
enggan untuk bergabung.

3. Kesulitan Finansial: Beberapa pekerja menghadapi kesulitan dalam membayar iuran
program JHT. Pendapatan yang tidak menentu dan rendah membuat mereka merasa
tidak mampu untuk membayar kontribusi yang diperlukan, meskipun mereka
menyadari pentingnya perlindungan sosial.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi:Ketidakikutsertaan dalam program JHT berdampak pada
ketidakamanan finansial di masa depan bagi pekerja. Banyak dari mereka yang
mengalami masalah saat memasuki usia pensiun atau menghadapi situasi darurat,
karena tidak memiliki cadangan keuangan atau jaminan sosial yang memadai (Chyntia
Yolanda, 2023).
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Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan adalah

sebagai berikut (Yuriska Dectasari Christianingtyas, 2020):

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih
intensif dan menyeluruh tentang manfaat program JHT, terutama untuk sektor informal.
Edukasi harus dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, komunitas
lokal, dan tempat kerja non-formal.

2. Simplifikasi Proses Administrasi: Menyederhanakan prosedur pendaftaran dan
administrasi agar lebih mudah diakses oleh pekerja dengan latar belakang berbeda. Ini
dapat mencakup pengembangan platform digital yang lebih user-friendly dan panduan
yang jelas.

3. Dukungan Finansial dan Skema Pembayaran Fleksibel : Menyediakan opsi pembayaran
yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan skema subsidi untuk pekerja dengan
pendapatan rendah. Ini dapat membantu mengurangi beban finansial dan meningkatkan
partisipasi dalam program.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
untuk menilai efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap pekerja. Ini akan
membantu dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan dan memastikan bahwa
kebijakan tetap relevan dan efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program JHT dapat lebih inklusif dan dapat
memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Palembang (Gilbert

Herodion Sigiro & Afiezan, 2022).
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